LEMBARA!;] DAERAH
(ABUPATEN  DAERAH TINBKAT 11 REUBANG

NOMOR 3 TAHUN 1991 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG
NOMCR 1 TAHUN 198!

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DaN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TiINGKAT il REMBANG

Menimbang : a. bshwa dengan tslah ditetapkan Peraturan Man-
tr Dalam nNegeri Nomor 1 Tehun 1480 tentang -
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anagota Dewan Perwakilan Rekyzt Daerah, maka
Peraturan Daersh Kabupaten Daereh Tinckat |l
Rembang Nomor 5 Tahun 1590 sudah tidak
sesuai lagi.

b. bahwa sshubungan dengan hal tersebut diatas
petlu menstapkan dan mengatur kembal Kedu-
dukan Keuangan Ketua, Waxil Ketua dan Ang-
gota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Tingkat
il Rembang dalam suatu Peraturan Daerah,



Mengingat

: 1, Unadang-undang Nomor & Tahun 1974 tentang

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang

Pembentukan Oaerah daerah Kabupsten Dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

WUndang-undang “omor 8 Tahun 1574 tentang
Pokok- pokek Kepegawaian.

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975

tentang ~engurusan Pertanagungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah.

, Paraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Be'anja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah, dan Penyusunan Parhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

. Peraturan Mentri Da'am Negeri Nomor 1 Tahun

1490 tentang Kedudukan Keuangan Ketua,
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwskilan
Rakyat Daerah.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11

lahun 1890 tentang Pedoman Penyusunan
Pe-aturan Tata Tertib Pewan Perwakilan Rakyat
Dasrah.

Dengan,
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Dengan Petunjuk Dewan Perwakijan Rakyat Daerah Xabupaten

Daerah Tingkat || Rambang.

MEMUTUSKAN

Menstapkan ; PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGXAT Il REMBANG TENTANG KEDUDUKANW
KEUANGAN KETUA  WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT |

REMBANG,
BAB |
KETENTUAN UMUM
fasal !

Dalam Petaturan Daergh ini, yang dimeksuc dergan :

8. Daerah ialah Kabupaten Dasarah Tingkat il Rembang.

b Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Daerah Ksbupaten Dae—

rah Tingket Il Rembang.

c. Dewan Perwakilan Rakyat Daarah ialeh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat Il Rembang, selanjutnya disabut DPRD.
d. Pimpinan DPRD ialah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD,

e, Anggota D2RD ialah mareka yang diresmikan keanggotaannya
dan telah mengangkat sumpah /janji berdasaikan Pecraturan

Perundang - undangan yang berlaku.

f. Uang Reprasentasi ialah tunjangan yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setliap bulan sehubungan dengan
kedudukannya,

g Usng — s,
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. Uang Xshormatan ialah tunjangan jabatan yang diberikan kepada

Pimpinan DPRD sutiap bulan sehubungan dengan jabatannya,

. Tunjangan Komisi ialah tunjangan yang diberikan setiap bulan

kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.

Uang Paket ialzh uang yang dibayarkan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat OPRD
yang sah termasuk uang rapat. uang pengangkutan lcka!l di—
dalam kota dan uang makan.

Dana Penurjang ialah dana yang disediakan untuk menunjeng
kagiatan DPRD.

Tunjangan Purna Bakti ialah tunjangan yang diberikan kapada

Pimpinan dan Anggota DPRD sstelah akhir masa bhaktinya
atau diberhentiken dengan hormat atau meninggal dunia.

Tunjingan Xesejahteraan ialsh tunjengan yang diberikan setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pasal 2

(1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota

D”RD ialah tanggal mereka menganckat sumpah atau meng-
ucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Ang-
gota DPRD.

(2) Saat barhenti memangku jsbatan Pimpinen dan Ancgota

DPRD ialsh tanggal mereka menyatakan bsthanti. diberhenti-

kan atau meninggal dunia,

BAB
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BAB V

STRUKTUR BIAYA KETUA, WaKIL KETUA
DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Uang Representasi

Pasal 3
{1) Besarnya Uang Representasi ditetetapkan bagi
a, Ketua ¢ Rp 210.000 - [ bulan f orang
b. Wakil ketua : Rp 180 000,- | bu'an / orang
¢, Anggota ; Rp 150000, - / bulan foranyg

{2} Selzsin Usng Representasi s=bagaimana dimaksud dalam ayat
i) Pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunja-
ngan keluarga dan tunjangan lainny2 menurut ketentuan yang
beriaku bagi Pegawai Megeri.

Bagian Kedua

Uang Kehormatan

Pasal 4
Besarnya Uang Kehormatan bitetapkan bagi
a. Ketua : Rp 200.000,-/buian/orang.
- b. Wakil Ketua : Rp175 000, /bulan/orang.

Bagian Fetigs
Tunjangan Komisi
Pasal ©

Besarnya Tunjangan Komisi dite'apken bagi ;

a. Ketua Komisi : Rp 40 000,-/bulan/orang.
b. Wakil Ketua Komisi : Rp 30 000.-/bulan/orang.
¢. Sekretaris Komisi » Rp 25.000,-/bulan/orang.

Bagian E.
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Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal @

(1) Baesarnya Uana Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

adalah sabasar Rp 112 50v,-bulan/orang.

(2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

tinggal diluar Ibukota Kabupaten dapat dibayarkan uang pe-
nginapan dengan menunjukkan bukti-bukti pembayaian yang
sah setinggi-tingginya Rp 17.500,-/hati/orang.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 7

Bagi Pimpinsn dan Anagota DPRD yang mengadakan per-
jalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan Dinas,

8333rnya biaya parjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat
{1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya peijalanan dinas yang
berizku bagi Pegawai Negeri Sipil gelongan lll.

Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perja'anan dinas
sebagaimana cimsksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan
ketentuan vyang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berlaku di Daerah,

Penirjeuan dalam Wilsyah {bukota Kabupsaten, tidak diberi-
kan biaya perjalanan Dinas,

Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah
ke Ibukota Kabupaten dan atau pada sast diberhentikan de—
ngan hormat dari jabatannya, diberikan perjalenan pindah yang
besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi
Pegawai Negeri Sipil di Deerah.

Bagian 8.
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Bagian Keenam
Biaya Peme'iharsan Kesehatan
Pasal 8

(1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pagawai
MNegari Sipil 7 Pensiunan sesta kelusrganya, diteriken bantuen
barupa pengaantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan pe-—
rawatan dokter Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku
bagi Pegawai Negeri Sipi! dengan bukii bukii yang sah atas
beban Pemerintah Daerah.

(2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawal
Negeri Sipil/pensiunan bessita keluargenya, bisya pemeriksaan,
pengobatan dan parawatan dokter berlaku ketentuan sebagai-
mana terhadap Pegawai Negeri Sipil yakni atas beban PE-
RUM HUSADA BHAKTI

Pasai §

Bagi Pimpinan dan Anggota PDRD setiap bulan diberikan ban-
tuan biay2a pemeliharaan kesehaian sebesar Rp 35.CC0,-/bulan/
orang.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kemstian
Pasal 10

{1) Apsbila ada Fimpinan dan Anggota DPRD yang meringgal
dunia, kepada ahii warisnya diberikan tunjangan kematian
sebanyak 3 (tiga)kali uang Repressntasi dan apabila mening-
gal dunia didalam atau karena menjaiankan tugas, (enam )
kali Uang Reprensantasi.

(2) Biaya pengagkutan jenazah Pimpinan dan Anggota DPRD

ke tempat kediaman semu'a sampai ke tempat pemakaman,
menjadi beban Pemerintsh Daerah.

Bagian 8.
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Bagian Kedelapan
Rumah Jabatan
Pasal 11

(1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah iumah ja-
batan termasuk inventaris.

(2) Kepada Pimpinan DFRD dibetikan Biaya pemeliharaan, tilpun
pemakaian air, penerangan dan gas sebesar Rp 40.000,-/bu-
lan/orang

(3) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutsn berhenti dari ja-
batannya, maka rumah jzbaten termasuk beranyg - barang in-
ventaris harus disarahkan kembali dalam keadaan baik kepa-
da Pemnerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah
Daerah,

(4) Bagi “impinan DPRD yzng belum disedizkan rumah jabatan
daonet dibsriken tunjengan perumahan dan pemeliharaeannya
sebesar Rp 20.000,-/bulan/orang.

Bagian Kesembilan
Sarana Mobilitas
Pasal 12

Kepada Pimoinan D?R Dselamz memangku jabatan. dapat disedia-
kan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bagian Kesepuluh
Pakasian Dinas
Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Angoota DFRD dapat diszdiaken pekaian
dinas berikut atributnya berupa :

— PSH. ( Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
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— PSR, ( Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kaii setahun.

~ PSL (Pakaian Sipil Lengkap ) 1 (satu) kali selama 5 (lima)
tahun.

Bagian Kesczbeles
Dana Penunjang dan Tunjangan Kesejahteraan
Pasal 14

(1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dspat disediakan dana pe-
nunjang yang dikelola Pimpinan DPRD.

(2) Besarnya dana penunjang untuk keaistan DPRD disediakan
dana penunjang sebssar Rp 15.000.000,-/tahun.

(3) Kepada Pimpinan dan Anggota DPROD diberikan tunjangan
Xas-jahteraan sebesar Rp 100.C00,-/ osang / bulan.

(4) Perubahan plsfond sesuai ayat (2) Pasai ini ditetapkan ber-
dasarksn Keputusan Pimpinan DFRD. atas persetujuan Bupa-
ti <epala Daerah Tingkat || Rembang sesusi dengan pedom-
an darn Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah,

BAB It
TUNJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 15

(1) Panitia dan Anggota UPRD setelah perakhir masa bhaktinya
atau diberhentikan dengsn hormat atau meninggal dunia, di-
berikan tunjangan Purna Bhakii sesuai dengan masa bhaktinya

(2) Tunjangan Purna Bhakti dib'ayai APBD. dan dikelola oleh
Yayasan Purna Bhakii,

(3) Ketentuan mengerai turjangen Purna Bhakti sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, akan diatur tersen-
diri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
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BAB IV
KETENTUAN LAIN- LAIN
Pasal 16

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD vyang berstatus sebagai
Pegawsi Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rang-
kap ( ganda ).

(2) Anabila Uang Raprasantasi Pimopinan dan Angaota DPRD
lebth kecil dari paca caji pada waktu yzng bersangkutan ma-
sih zktif sebagai Pegawai Negari, maka ia menerima Ueng
Representesi ditan bah selisih kedua pengheasiian tersebut dari
Instansi Induknya.

(3) Apabila jum!ah Uarg Representasi lebih besar drii pada geji
pada waktu yzng bersarckutan masih sktif sebagai Pegawai
Neger,, maka ia hanya menerima Uang Representasi.

(4) Apabiia jumlah Uang R=2presentasi sama dengan gaji yang
diterima pads wektu yang bersanukutan aktif sebpagai Pegawai
Negeti, maka ia hanya menerima Uang Represent:si.

BAB V
KETENTUAN FERALIHAN
Pasal 17

{1) Sambil menuncau ditetapkannya Paraturen Menteri Dalam
Negeri tentang turjsngan Purna Bhakti beoi semua Ancgota
DPRD, maka kepad+ Pimpinan d:n Anggota DPRD pada saat
berakhir masa jabatannya atau d berhentian dengan hormat
atau me inggal dunia diberikan Uang Penghargaan dengan
ketentuan sebagai bsrikut :

a, Bagi Pimpinsn dan Anggota DPRD yang masa bhaktinya
6 ( enam: bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 ( satu)
kali Uang Repressntasi.
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b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinys belum mencapai
6 tenam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh.

¢. Uang Penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam)
kali Uang Representasi.

(2) Dalam Hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunis,
maka Uang Penghargaan sebapaimena dimaksud ayat (1) Pa-
sal ini diberikan kepada ahli warisnya,

Pasal 18

Hal- hal yang belum diatur dalam Perafuran Daerzh ini sepan-
jang mangenai pslaksanaannya, akan diatur kemudian dangan
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat /| RSembang,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Dasrgh ini, make Peraturen Derrah
Kavuoaten Daerah Tingkat I Rembang Nomor 5 Tabun 1990
tentang ¥edudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anagota
Dewan Perwakilan Rakyit Dasrah Kabupaten Daerah lingkat Ii
Rembang, dinyatakan tidak berlaku iagi.

Pasal. s,
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Pasal 20

Peraturan Daesrah :ni mulai berlaku pada tangcal diundangkan.
Aqgar satiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dancan Peraturen Daereh ini dengan pernen patarnya dalem
Lembaran Daerah Kabupzten Daerah Tingkat Il Rembang.

v

DEWAN PERWAKILAN R KYAT Rembang, 2 Maret 1991

DAERAH KABRUPATEN OAE1AH BURATI KEPALA DAERAH
TINGRAT Il REMBANG ) TINGKAT Il REMBANG
KETUA :
SOEGENG SARWORNO Drs. WACHIDI RIJONO
DISAHKAN !}

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
JAWa TENGAH

dengan surat Keoutusan Nomor : 188.3/182/1991
tangge! 30 Maret 1891

An. Sekretaris Wilayah / Dzerah
Tingkat | Jawa Tengah

Kepala Biro Hukum

SARDJITO. SH.
NI®, 500024 373

, Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat || Rembang
Nomor 3 Tahun 1991 Seri D No 2
pada tanggal 1 April 1931

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. SOED'HARTO
NipP. 500 029 511




o ) v

3 ’ ; . ] Eeviie sanpe®l
-2 L | Faty) 2 ) TevE N 1287

" PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
"REMBANG
NOMOR 1 TAHUN 1991
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

.

I, PENJELASAN UMUM

Dsngan talah ditetapkan Peraturan WMenteri Dalam Negeri
Nemor 1 Tahun 1950 tentang Kecudukan Keuangan Ketua
Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
maka °araluran Daerah Tingkat |I Rembang Nomor 5 Tahun
1990 tentﬂng Kedudukan Xeuangan #etua, Wzkil Ketua dan
Anggota Dewan 'Pefwakila'n“ﬂakyat Daerah Rabupaten Daerah
Tingkat I Rembang periu diubah untuk disesuzikan dergan
isi dan maksud ‘tersebut di ‘atas, maks perlu ditetapken suatu
Peraturan Daerah. .

il. PENJELASAN FASAL'ﬁEMI. PASAL

Pasal ¥ dan 2 i “rcukup jelas. ) i
wlt T P T [ -4

Pasal 3 ayat (1) ! : cukup jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dengan tunjang-

am keluarga dan tunjangan lain-
nya adalah tunjangan Istari, anak

BYS  pangan dil. sebagaimana berlaku
bagi Pegawai Megeri Sipil.

Pasal 4 s/d 6 : cukup jelas.



Pasal 7 ayat (1) s/d (3)

ayat “4)
Pasai 8 -ayat (1)

ayat (2)

Pasal 8 dan 10
Pasal 11 ayat (1)

sl

. Apabila Pimpinan dan/stau Ang-

e

gota DPRD melakukan/mengada-
kan kunjungan kerja /study ban-
ding keluar Daerah, diberikan
uang pejalanan dinas dan pengi-
napan sebsgaimana Kketentuan
yang berlaku bagi Pegawai Negeri
Sipil golongan il di Daerah.

cukup jelas.

Baoi Pimpinan dan Ancgota
DPRD yarg bukan Pegawai Na-
geri Sipil/Pensiunan serta ke'uar-
ganya, diberikan biaya pemerik-
saan, pengnbatan dan perawatan
dokter Pemerintah yang berfugas
di Instansi Pemerintah sesuai de-
ngan ketentuan yang berlaku ba-
gi Pegawai Negeii Sipil atas be—
ban Pemerintah.

Bagi yang berasal dari Pegawai
Negeri Sipil serta keluarganya,
dibebankan kepada Perum Husa-
da Bhakti.

: cukup jelas,

)
t

cukup jelas,

ayat (2). 8.
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ayat (2)

. ayat (3) dan ayat (4)
Pasal 12 dan 13
Pasal 14 ayat (1) dan (2)

eyat (3) dan ayat (4)
Pasal 15
Pasal 16 ayat (1) s/d (4)
Pasal 17 ayat (1)

ayat (2)
- Pasal 18 s/d 20

: Apabila ‘biaya vang dikeluarkan

melebihi Rp 40.000.- make ke-
kurangannya menjadi beban yang
bersangkutan.

: cukup jelas.
: cukup jelas.
; Untuk kegistan-kegiatan DPRD.

yang nelum diatur dalam Pera—
turan Dasrah ini, pembizyaannya
diambilken dari dana penunjang
yang pengslolaannya dissrahkan
pada kebijaksanaan Pimpinan
DPRD.

: cukup jelas
: cukup jelas
: cukup jelas

; Tanda Penghargaan diberikan

kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD apabila :

a. masa jaba'annya berakFir.
b. diberhentikan dengan hormat.
c. meninggal dunia.

: cukup jelas,

: cukup jelas,




